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BAB |V
ANALISIS TEORI DAN PENERAPAN LOCUSDELICTI
(KETENTUAN HUKUM PIDANA MENURUT TEMPAT)

PERSPEKTIF IMAM ABU HANIFAH

A. Teori Locus Ddlicti

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanatas
rangkaian kekuasaan kelembagaan, dari bentuk mmdrguaaan kekuasaan
dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalaenbagai cara dan
bertindak, sebagai perantara utama dalam huburgmal sintar masyarakat
terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana. Hukuchapa yang berupaya
cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstituksim menyediakan
kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindurtuysia asasi manusia dan
memperluas kekuasaan politik serta cara perwaldiamna mereka yang
akan dipilih. Administratif hukum digunakan untukemnjau kembali
keputusan dari pemerintah, sementara hukum Intem&s mengatur
persoalan antar berdaulat negara dalam kegiatamai ndaki perdagangan
lingkungan peraturan atau tindakan militer. Filogaofstoteles menyatakan
bahwa “sebuah supremasi hukum akan jauh lebihdaikpada dibandingkan
dengan peraturairani yang merajalela*.Jadi sampai di mana hukum pidana
dapat melekat (berlaku) pada seseorang dapat tdgdda Pasal 2 sampai 9

dalam KUHP. Pasal-pasal ini memberi ketentuan meaigéatas-batas

! http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum/tangal 20, Nom#er, 2009, pukul 21.00 WIB.
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berlakunya perundang-undangan pidana IndonesiaanDd&asal 2 KUHP
dapat di temukan adanya satu asas yang menjadr daga berlakunya
undang-undang pidana dilihat dari segi tempatuyasas teritorial.

Asas atau prinsip teritorial mempersoalkan tenfamgkungan kuasa
berlakunya hukum pidana terhadap ruang, jadi léb#és dari pada tanah
(bumi), ia merupakan asas yang paling tua. Yangjademkuran asas ini
adalah peristiwa pidana (delik, perbuatan pidaindak pidana) yang terjadi
dalam batas wilayah Indonesia dan bukan ukuran &gfelaku harus berada
dalam batas wilayah Indonedia.

Pasal 2 KUHP diperluas lagi dengan ditetapkannydadg-undang
Nomor 4 tahun 1976 tentang Perubahan dan Penamidizerapa Pasal
dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesidalm dengan
perluasan berlakunya ketentuan perundang-undangdang) kejahatan
penerbangan dan kejahatan sarana prasarana pegarbaimdang-undang ini
merupakan tambahan bagi Pasal 3 KUHP yang merugaéunasan Pasal 2
KUHP sehingga berbunyi:

“Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indaresiaku bagi setiap
orang yang melakukan tindak pidana di luar wilayationesia melakukan
tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawlanksia.®

Ketentuan mengenai asas teritorial ini dapat dijgda dengan teori

mengenai kewenangan setiap negara berdaulat urgnjaga ketenteraman di

wilayahnya. Salah satu cara yang dapat ditempuhlatadalengan

2 A. Zainal Abidin FaridHukum Pidana lJakarta: Sinar Grafika, 1998im. 162.

® Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 Pasal 1 ayattdfjang Perubahan dan
Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-uhtidaon Pidana, Kejahatan Penerbangan
dan Kejahatan terhadap Sarana-prasarana Penerbangan
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memberlakukan ketentuan hukum yang berlaku di dayamDi samping itu
ada pandangan yang mengatakan bahwa negara yangpdméempat
dilakukannya suatu kejahatan adalah negara yanmgpdierhak untuk
memberlakukan hukum terhadap pelékAsas teritorial menitik beratkan
pada terjadinya tindakan pidana dalam suatu négBaam artian bahwa
segala bentuk tindak pidana yang terjadi dalamnagigasebut tidak bisa lepas
dari peraturan pidana yang telah diundang kan kielsagi orang-orang asing
yang mendapat hadksteritorialyang tercantum dalam Pasal 9 KUHP.

Orang-orang asing yang mendapat reldsteritorial mereka tidak
dapat diganggu gugat sehingga ketentuan pidanan@gidak berlaku bagi
mereka dan mereka hanya tunduk pada undang-unddagapnegaranya
sendiri. Dengan adanya heksteritorialbukan berarti mereka dapat bertindak
di luar ketentuan hukum. Bagi mereka senantiasatdiimajukan pengaduan
kepada pemerintahannya. Pengaduan ini dapat didertgan tuntutan untuk
menarik mereka ke negaranya untuk diadili berdasatkukum pidana di
negaranya, hanya saja hal ini harus senantias&ulklda melalui jalur
diplomatik®

Selain itu, hukum-hukum Islam ditegakan atas dpsasamaan antar
manusia tanpa membedakan ras dan golongan. Hadsoai dengan ruh Islam
yang menjadi rahmat bagi sekalian alam. Namun damikidak dapat

dipungkiri, pada kenyataannya tidak semua wilayah aegara menggunakan

*J. G. StarkePengantar Hukum Internasionadlih bahasa Bambang Iriana Djajaatmaja,
Jakarta: Sinar Grafika, 2003, him. 277.

® Moeljatno,Asas-asas Hukum Pidanzgkarta: PT. Rineika Cipta, 2000m. 38.

® R. SugandhiKUHP dan Penjelasanny&urabaya: Usaha Nasional, 198l. 6-7.
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syariat Islam sebagai landasan hukum meskipun ggabnya di suatu
wilayah atau negara mayoritas penduduknya beragéstzan. Dengan
demikian hukum Islam dalam arti formalnya hanya alaperlaku pada
wilayah-wilayah yang bersifat regional.

Sanksi hukum pidana dalam Islam, dilihat dari segnpat terbagi
pada dua macam, yaitu: pertayang telah ditetapkan dalam nas-nas syara’
(al-Qur’an, al-sunnah yang berkaitan dengajubah, hududnaupungisas.
Ketentuan ini berlaku umum (universal) untuk semegara IslamKedua
adalah‘uqubah yang tidak ditetapkan secara pasti ofyari’, mengenai
ketentuannya diserahkan kepada pemerintah untukjadekan sekaligus
menjalankan ketentuan tersebut. Ketentuan ini tio@tkus sama antara satu
daerah dengan daerah lain. Oleh karenanya tidakadiesoal ketika satu
hukuman berbeda antara satu daerah dengan daerapialaelama hal ini
dapat menanggulangi kejahatan atau kerusakan ggagif

Pada dasarnya suatu negara memiliki wewenang umtrkerapkan
undang-undang pidana terhadap setiap kejahatan ditakgkan di wilayah
teritorial, baik pelakunya sebagai warga negarsetert maupun bukan. Hal
ini dikarenakan setiap negara yang berdaulat wajdgnjamin ketertiban
hukum yang terjadi di wilayahnya. Selain itu setisggara yang berdaulat
mempunyai kewajiban untuk tidak melaksanakan kedanl di wilayah
negara lain. Pembagian negara atau sistem penfenmkepadaar as-salam

dan dar al-harb bukan berarti hanya ada dua sistem pemerintahlamda

" Abu Zahrah,al-Jarimah wa al-‘Uqubah fi al-Figh al-IslamiyBeirut: Dar al-Fikr al-
‘Arabi. Ttp, him. 338-340.
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Islam. Pembagian ini lebih dimaksudkan pada penalbagiilayah sebagai
wilayah yang amandar as-salam bagi umat Islam dan yang kedua sebagai
wilayah permusuhan (perangjar al-harb bagi kaum muslimin. Selain itu,
pembagian negara dimaksudkan untuk menentukan huykung berlaku di
kedua bentuk negara tersebut.

Negara-negara Islam, meskipun berbeda dalam sig@merintahan
dianggap sebagai satu negédar) dikarenakan negara-negara Islam, dalam
masalah penerapan hukum mempunyai asas yang saihabgrlandaskan
syariat Islam. Dari segi ini, negara-negara Islaempunyai satu kesatuan
hukum dan oleh karenanya tidpr as-salandianggap sebagai wakil baggar
as-salamyang lain dalam penerapan hukum pidana.

Pandangan ini tidak berbeda terhadapal-harb, seluruh negara yang
tidak menerapkan ketentuan syariat Islam dianggapagai dar al-harh
meskipun negara-negara tersebut mempunyai sistemerpgahan yang
berbeda. Berdasarkan hal ini pula dapat disimpulk@mva dalam masalah
penerapan hukum dapat di tentukan oleh batas-batagah negara serta
sistem hukum yang berlaku di dalamnya dan juga dsamtan
kewarganegaraan pelaku.

Dalam hukum pidana Islam dikenal beberapa kaidamgermai
ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam masalamagid@aidah-kaidah ini

merupakan pedoman dalam pelaksanaan maupun pemggugikuman.
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Selain itu, kaidah-kaidah ini juga sebagai petkinpagi manusia untuk
mengetahui hak milik serta batasan-batasannya.

Kaidah-kaidah ini di antaranya adalah:

ol LY da g Vi e Y

Ketentuan mengenai termasuk atau tidaknya suatugtn dalamarimah
haruslah menurut nas (al-Qur'an dan Hadits). Bexttas hal ini, kejahatan-
kejahatan yang dapat dihukum berdasarkan pidaas llah diatur oleh nas
yang merupakan rukurByari’ dalam pidana Islam. Adapun ketentuan
mengenai nas adalah bahwa nas tersebut harus etk dimansukh
ketika dilakukannya perbuatan. Yang kedua adald&waanas tersebut harus
berlaku dapat menjangkau di tempat terjadinya @dmu Ketentuan
selanjutnya adalah bahwa nas harus berlaku bagkypedtau nas tersebut
merupakan peraturan yang mengikat baginya.

Kaidah yang kedua adalah:

a ol (05 Lt L) Do Sl YV )l 8 (peial) aea
Axy 5

Dari kaidah ini dapat dijelaskan bahwa seluruh umaslim didar as-salam
memiliki hak serta kewajiban yang sama meskipunekeerberasal dari

wilayah yang berbeda. Persamaan dalam hukum, jeyeakup setiap orang

non-muslim yang berada dar as-salandikarenakan mereka ketika berada di
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dar as-salam juga memiliki hak serta kewajiban sebagaimanadpeunk
muslim.

Kaidah ketiga berbunyi:
8100 Gl a S Y o 88 KaY L Jeadl
Tidak mengetahui hukum islam tidak menjadikamr.

Kaidah keempat berbunyi:
o B Allg A GBay alati Al Ll jall e sdall (a5 S (6Y Gl
J}JAA\ eﬁ‘)&

Bahwa para pemimpin dan siapa sajalal as-salamtidak mempunyai hak

untuk memaafkan suatu kejahatardud Tidak adanya hak untuk memaafkan

atau menggugurkan hukuman juga berlaku terhaddpakodan orang yang
menjadi wali korban.

Abu Hanifah berpendapat bahwa Hukum Islam diterapledas
jarimah (tindak pidana) yang dilakukan dar as-salamyaitu tempat-tempat
yang masuk dalam kekuasaan pemerintahan Islam taejii@at jenigarimah
maupun pelaku, muslim maupun non-muslili luar dar as-salamhukum
Islam yang menyangkut masalah pidana tidak berl&keguali untuk
kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan hak qrarsgan ljaqg adamiy).
Abu Hanifah menitikberatkan pada tempat sebagaiurungama untuk

menentukan berlaku tidaknya ketentuan hukum Islam.

8 Samsul Ma’arif Teriemah Matan Taqrib Ringkas dan Jelest-1l, Magelang: Toko
Kitab Salamun Tegalrejo, 2009, him.203.

°® ‘Abd al-Qadir ‘Audah, at-Tasyri al-Jana’i al-Islamiy Mugaranan bi al-Qanual-
Wad'iy, Juz. |, Beirut; Muasasah ar- Risalah. 1994, hind. 28
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Abu Yusuf salah seorang tokoh figih dalam mazhabnafla
berpendapat bahwa hukum Islam berlaku atas semdaktipidana yang
terjadi di daerah hukurdar as-salambaik ia bermukim (penduduk) seperti
seorang muslim atazimmiy ataupun bermukim untuk sementara seperti
seorangnusta’min.la berasumsi bahwa seorang muslim diharuskan me&nuru
dan melaksanakan syariat Islam karena ke-Islamalaya seorangimmiy
dikarenakan akadimmahnya yang menjamin keamanan yang tetap baginya
di dar as-salam Adapun bagi seorangusta’'min ia harus melaksanakan
hukum-hukum Islam dan menaatinya mengingaid al-amn (yaitu akad
jaminan keamanan) yang waktunya terbatas sesugadeperjanjian yang
telah memberikan kepadanya hak untuk menetap dalagka waktu tertentu
di dar as-salant®

Selanjutnya Imam asy-Syafi'l, Imam Maliki, dan Ima/khmad
(jumhur) berpendapat bahwa hukum Islam dapat diterapkas aégala
kejahatan yang dilakukan di mana saja selama teteysgtbut masih termasuk
dalam daeralyuridiksi dar as-salambaik pelaku nya adalah seorang muslim,
zimmiy maupun musta’'min Ini berarti bahwa aturan-aturan pidana tidak
terikat oleh wilayah melainkan terikat oleh subyelkum?!' Jadi setiap
muslim tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yadgarang atau
meninggalkan hal-hal yang diperintahkan atau dbkajn di manapun ia

berada.

% pid., him. 285.
1 Apd al-Qadir ‘Audahop.cit. him. 287.
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B. Penerapan Teori Locus Delicti

Dalam  masalah  penerapan  hukum, selain  berdasarkan
kewarganegaraahdengan ke-Islaman maupun berdasarkan aikachahAbu
Hanifah mensyaratkan adanya kedaulatan terhadapatenBila seorang
harbiy masuk Islam di negaranya dan belum pindah atehijtzdr kedar as-
salammaka, hukum pidana Islam tidak dapat menjangkau tilak berlaku
bagi kejahatan yang ia lakukan di negarangar al-harb) Hal ini
dikarenakan ketika ia melakukan kejahatan, ia lzemidwilayah yang di
dalamnya tidak ada kedaulatan negara Islam yanggakédratkan tidak
adanya kemampuan bagi pengudaa as-salamuntuk memberlakukan serta
memberi hukuman kepada pelaku sesuai dengan keteriukum pidana
Islam. Aspek tempat inilah yang kemudian menjadik titolak dalam
penerapan hukum pidana Islam dalam teori Abu Hanifeengenai ruang
lingkup berlakunya hukum pidana.

Berdasarkan hal ini pula jika seorang pendudidr as-salam
melakukan suatu kejahatan dalam pandangan hukwam Idi dar al-harb
maka ia tidak dapat dijatuhi hukuman berdasarkdaenkean hukum pidana
Islam melainkan dihukumi berdasarkan hukum pidaragyberlaku ddar al-
harb.Negara tersebutér al-harb)dapat memberlakukan hukum pidana yang
berlaku berdasarkan asas teritorial yang dianut nkgara tersebut dan jika

menganggap bahwa hal tersebut adalah suatu kejah&beradaannya

2 yusuf Qardhawi menulis bahwa nasionalisme tidaktet®k pada batas wilayah
geografis melainkan pada agidah. Dari pendapatniyadpat difahami bahwa meskipun umat
Islam berada di wilayah yang berbeda, akan tetapreka dianggap satu dalam masalah
nasionalisme, yaitu nasionalisme yang berdasarkadata Islam, Menyatukan Pikiran Para
Pejuang Islamalih bahasa Ali Makhtum Assalamy (Jakarta: GemarnhBress, 1993), him. 97.
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pendudukdar as-salamdi dar al-harb meniadakan kewajiban bagi penguasa
untuk memberi hukuman terhadapnya. Begitu jugarsbkénya ia kedar as-
salam kejahatan yang ia lakukan diar al-harb tidak mengharuskan ia
mendapat hukuman di karenakan ketika ia melakukgahkltan tersebut
ketentuan pidana Islam (nas) tidak menjangkau apg ia lakukan.

Berkaitan dengan penerapan teori Abu Hanifah tegmageorang
muslim yang menjadi pendudular al-harh hijrahnya seorangarbiy yang
telah masuk Islam dardar al-harb ke dar as-salam dijadikan syarat
kewarganegaraamar as-salammenurut Abu Hanifah. Selama ia belum
pindah kedar as-salammaka hukum pidana Islam belum berlaku bagi
pelanggaran-pelanggaran yang ia lakukardati al-harh'® Hukum pidana
yang mengikat baginya adalah hukum pidana yangkedi negara tersebut.

Negara Islam, meskipun bukan negara nasioffalisamun tetap
membatasi kewarganegaraan hanya bagi mereka yamgtapedi wilayaldar
as-salamdan orang-orang yang telah ber hijrah ke dalamkyranan Allah

dalam al-Qur’an:
Seall s A Juls 8 Al 26052l ) s3AA 5 ) Al 5 ) sial Gpdll )
L )5l Al il il omad 204l taans B 5 15750 15

Ol 8 a8 55l ()5 ) el (A o0 (e agiY 5 (e a8

¥ Mengenai kewarganegaraan dalam Islam lihat misalfgungku Muhammad Hasbi
ash Shiddiegietlukum antar Golonganed.) H.Z. Fuad Hasbi Ash Shhidieqy, Semarangtdka
Rizki Putra, 2001,him. 43-45.

14 Syaukat Hussain menyebutnya sebagai negara idseoMgsyarakat dalam negara ini
diklasifikasikan pada dua kelompok yaitu muslimrgaercaya pada ideologi negara) dan warga
non-muslim (yang tidak percaya pada ideologi négddak Asasi Manusia dalam Islamlih
bahasa Abdul Rochim C. N (Jakarta: Gema InsansP1€96), him. 75.
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D O stans Ly 405 (3le agins aSin a8 e Y] uaill ASilad
(72
Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman daerhijrah serta
berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Alldan orang-
orang yang memberikan tempat kediaman dan pertalor{fgepada
orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama laimdung-
melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang berimasgtapi
belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikiin patasmu
melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (Atetapi) jika
mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusambplaan)
agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan ketaraadap
kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengameka. Dan
Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakd®S. Al-Anfall: 72)*°

Pada ayat ini dinyatakan bahwa Nabi Muhammad sebeg@ala
negara Islam, dibebaskan dari segala macam tanggwadp terhadap orang-
orang muslim yang bukan warga negara dari negkna f§

Ketentuan mengenai boleh nya setilgp as-salamuntuk menerapkan
hukum Islam terhadap seorang pendudak as-salamdi dar as-salamyang
lain, berlaku selama pelanggaran yang dilakukannbeliadili oleh salah satu
dar as-salam yang menjadi asal pelakdar as-salamyang menjadi tempat
dilakukannya perbuatan maupdar as-salamyang menjadi tempat pelarian
bagi pelaku. Begitu juga bila pelanggaran yangkditan telah dijatuhi bukan
berdasarkan ketentuan pidana Islam maka, pelanggenrsebut harus kembali

diadili dengan ketentuan syariat Islamddir as-salamyang bermaksud untuk

mengadili.

!> Departemen Agama Rbp.cit.,him. 273.
16 Syaukat Hussaiflak Asasi Manusia dalam Islaralih bahasa Abdul Rochim C. N
Jakarta: Gema Insani Press, 1986n. 21.
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Mengenai paranusta’min Abu Hanifah berpendapat bahwa ketentuan
pidana Islam tidak berlaku kecuali terhadap pelargy yang berkaitan
dengan hak-hak individu selaimudud dan gisas Oleh karenanya, seorang
musta’minyang melakukan suatu kejahatan yang berkaitagasiehak-hak
jama’ah atau hak Allah ddar as-salamtidak dapat dikenai hukuman
berdasarkan ketentuan hukum pidana Islam. Halikarenakan keberadaan
seorangnusta’mindi dar as-salanadalah dalam rangka bermu’amalah seperti
berdagang atau lainnya. Pendapat seperti inilaly yigunakan Imam Abu
Hanifah menggunakan salah satu metstiebat hukum sesuai dengan ayat
al-Qur'an surat Al-Anfaall ayat 72.

Dalam hukum pidana positif, penerapan hukum pidaretu negara
terhadap kejahatan yang terjadi di dalam batasbatdayah negara
didasarkan atas asas teritorial. Tidak ada ketanteastang kejahatan seperti
apa yang tunduk pada asas teritorial suatu ne@aiam KUHP Indonesia
hanya disebut ketentuan umum bahwa undang-undati@nailndonesia
berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindakarmddalam wilayah
Indonesia.17 Penerapan hukum pidana yang didaspddmasas teritorial ini
berlaku umum, dalam artian bahwa setiap kejahasauy yerjadi di wilayah
teritorial Indonesia tunduk pada perundang-undangéseana nasional.
Ketentuan ini berlaku bagi siapa saja yang melakukaatu kejahatan di

wilayah yuridiksi Indonesia tanpa memandang kewaggaraan pelaku.

" pasal 2 KUHP.
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Asas teritorial dilandasi oleh bermacam prinsip gyah antaranya
adalah bahwa kejahatan yang terjadi di suatu wilayggara harus diatasi oleh
negara dimana kejahatan itu terjadi. Pertimbangannya adalah bahwa
negara yang menjadi tempat terjadinya kejahataraladaegara yang di
memiliki perangkat paling kuat untuk menerapkanumlpidana nya terhadap
kejahatan yang dilakukan baik oleh warga negarangapun oleh orang-
orang asing yang berada di wilayahi¥a.

Selain memiliki hak serta kekuasaan terhadap kigahgang terjadi di
wilayah teritorial, suatu negara dalam pandangawutmuinternasional juga
memiliki hak-hak istimewa bagi duta-dutiiplomatik nya di negara laif?
Hak istimewa ini dapat dinikmati berupa hakmunitas atau kekebalan
hukum terhadapuridiksi sebuah negara.

Hal ini mengakibatkan adanya pengecualian bagi kaergang
memiliki hak tersebut dalam penerapan hukum pidarsu negara. Dengan
kata lain, mereka yang mendapat raknunitas meskipun mereka melakukan
suatu kejahatan di wilayah teritorial Indonesiakura pidana Indonesia tidak

dapat di terapkan terhadap meréka.

18 J. G. StarkePengantar Hukum Internasionadlih bahasa Bambang Iriana Djajaatmaja
(Jakarta: Sinar Grafika, 2003), him. 277.

1 Hak-hak lainnya yang melekat bagi sebuah negaredeka di antaranya adalah
kekuasaan eksklusif untuk melakukan kontrol terpadeusan-urusan dalam negeri, kekuasaan
untuk memberi izin masuk dan mengusir orang-orasiggadan juga sebuah negara dianggap
memiliki yuridiksi tunggal terhadap kejahatan-kegjtdn yang terjadi/dilakukan di wilayah
teritorial negara tersebut. Lihdtid., him. 133.

% pengecualian bagi berlakunya hukum pidana yangsdittan pada asas teritorial ini
tercantum dalam Pasal 9 KUHP.
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Dengan adanya pengecualian ini maka dapat disimpulkahwa
meskipun setiap negara berdaulat memiliki hak unteknberlakukan hukum
pidana nasional nya terhadap pelaku kejahatanldyahinya, dengan adanya
pengecualian bagi mereka yang mendapatimakunitas penerapan hukum
pidana berdasarkan asas teritorial tidak berlakcarse mutlak. Dalam
penerapannya, asas ini dibatasi oleh ketentuamikete yang berlaku
menurut hukum internasional.

Wilayah yang termasuk teritorial, selain wilayahah adalah wilayah
perairan dan udara. Ini merupakan perluasan batako@ya hukum pidana
dari segi tempat. Dengan adanya perluasan ini nk&ahatan yang terjadi di
dalam kendaraan air dan juga pesawat Indonesiaukupdda perundang-
undangan pidana IndoneéfaDalam penerapannya, tidak semua kapal atau
perahu dianggap sebagai perpanjangan dari wilagatortal. Hanya kapal
yang berada di lautan terbuka yang di dalamnyatdéipegakkan kedaulatan
teritorial. Berdasarkan hal ini, setiap kejahatan yang didakudi atas kapal
berbendera Indonesia, tunduk pada ketentuan hukiengIndonesia.

Berdasarkan hal ini setiap kejahatan yang dilakukbeh seorang
pendudukdar as-salandi Indonesia atau di negara yang menerapkan hukum
pidana positif serta mengakui adanya asas teflitosi& dilakukan di wilayah
tanah, perairan maupun udara dan juga dalam pefahupesawat udara
Indonesia maka terhadap kejahatan tersebut ddpadakukan hukum pidana

yang berlaku di Indonesia atau negara yang menanampikkum pidana positif.

1 pasal 3 KUHP sebagai perluasan bagi berlakunyangang-undangan hukum pidana
Indonesia sebagai mana tercantum dalam Undang-gridard4 Tahun 1976.
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Adapun ketentuan hukum pidana Islam dalam haldaktdapat diberlakukan
dikarenakan keberadaan pelaku di luar wilayah kekammdar as-salam.
Berdasarkan hal ini pula negara tempat dilakukaperauatandar al-harb
dapat memberlakukan hukum yang berlaku berdasa$as teritorial. Hal ini
apabila perbuatan yang dilakukan oleh pendudak as-salamtersebut
dianggap sebagai kejahatan dalam hukum pidanafposit

Persamaan antara teori Abu Hanifah dengan asdsritdridalam
hukum pidana positif adalah pada adanya penekanhadap tempat sebagai
dasar bagi pemberlakuan ketentuan hukum pidanadephpelaku kejahatan.
Dalam pendapat Abu Hanifah, hal ini dapat dilihanghln berlakunya
ketentuanjarimah terhadap kejahatan yang dilakukanddr as-salam baik
pelakunya seorang muslim maupzimmiy Ini merupakan suatu keharusan
bagi tiap negara untuk memberlakukan hukum pidamaeyhadap setiap
pelanggaran yang terjadi di wilayahnya. Selamahieggn tersebut terjadi di
dalam batas-batas wilayah negara, maka hukum pigang berlaku dapat
menjangkau serta berlaku terhadap pelaku. Olehn&aga hukum pidana
Islam berlaku bagi kejahatan yang dilakukan oledra®g warga Indonesia di
dar as-salam.Sedangkan perbedaan Teori Imam Abu Hanifah deilagas
teritorial dalam hukum positif perbedaan mengenarga negara di luar
negeri, dimana menurut hukum positif dikenakan Inwgo, sedangkan
menurut Abu Hanifah tidak dikenakan hukuman.

Selain itu, tidak diberlakukannya hukum pidana Hegjahatan yang

dilakukan oleh pendudukdar as-salam di dar al-harb melainkan
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diberikannya wewenang kepada pengudan al-harb untuk melaksanakan
hukuman kepada pelaku berdasarkan asas terit@mey fperlaku merupakan
ketentuan yang timbul akibat dari disyaratkan kétan (kekuasaan)
terhadap tempat dalam penerapan hukum pidana.

Mengenai para kepala negara dan para konsul yaagdatau sedang
berkunjung ddar as-salamseperti halnya seoramgusta’minyang bebas dari
ketentuan pidana terkecuali terhadap pelanggarary yaenyangkut hak
individu. Pendapatnya ini seperti di berlakukanhgk immunitasbagi para
kepala negara asing dan para konsul dalam teotirhykidana positif, hanya
saja dalam hukum positif ketentuan mengenai tidakakunya hukum pidana
nasional terhadap mereka berlaku secara mutlaikpdaltian bahwa hukum
pidana nasioanal tidak berlaku bagi mereka dalaad&an bagaimanapun.
Adapun hukum yang berlaku bagi mereka adalah hulganmg berlaku di
negara mereka. Hak penuntutan serta pengadilanabisn kepada negara
tersebut.

Mengenai para konsul negara asingddr as-salam hukum yang
berlaku bagi mereka adalah hukum yang berlaku bagrangmusta’min
dengan demikian, hukum yang berlaku bagi merekdahdaukum yang
menyangkut hak individu. Ini merupakan perbedaataranpendapat Abu
Hanifah dengan hukum pidana positif mengenai parsi negara asing.

Berdasarkan teori Abu Hanifah, suatu negara Islampad
memberlakukan hukum pidana Islam dalam kapal mauperahu milik

berbendera negara tersebut. Seperti halnya mar@dsamtentara muslim di
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medan perang yang dianggap sebagai wilayah kedadlat as-salambegitu
juga terhadap kapal (perahu) milik sudar as-salam Berdasarkan pendapat
Abu Hanifah yang menekankan adanya kekuasaan tgghtaimpat maka
kapal tersebut dapat dianggap sebagai perluasanwilagah dar as-salam
dan oleh karenanya hukum pidana Islam berlaku deghekejahatan yang
terjadi di dalamnya baik pelakunya sebagai waslga as-salammaupun
warga dari negara yang menerapkan hukum pidandifpssperti halnya
Indonesia.

Asas-asas berlakunya ketentuan pidana dari segpaterdalam
penerapannya didasarkan pada kewenangan negaedapritempat serta
adanya kewenangan terhadap pelaku (kewarganegarBatgm hukum
pidana positif, penerapan asas teritorial mencadeipruh kejahatan yang
dilakukan atau terjadi di dalam batas-batas wilagalgara. Ketentuan ini
berlaku bagi warga negara maupun warga negara asing melakukan
kejahatan di wilayah negara tersebut. Dalam peaera@m, keberadaan
seseorang di wilayah negara telah dianggap cukupkumemberlakukan
hukum pidana nasional tanpa harus berdomisili djare tersebut. Dalam
hukum pidana Islam, teori Abu Hanifah yang menekankadanya
kewenangan terhadap tempat dalam penerapan hukapat dliterapkan
terhadap setiap kejahatan yang dilakukan di badtashwilayatdar as-salam
oleh penduduldar as-salam yaitu muslim daridar as-salammanapun ia
berasal maupun sebagai penduddlr al-harb yang belum menetap

(berhijrah) didar as-salamdan zimmiy (orang-orang yang menetap) tidak
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pada para pendatang atauwsta’'minkecuali pada kejahatan-kejahatan yang
berhubungan dengan kemaslahatan jama’ah. Dalam tas&sial hukum
pidana positif dan teori Abu Hanifah terdapat pengéian dalam penerapan
hukum meskipun mereka melakukan kejahatan di whlagaitorial. Adapun
asas kewarganegaraan dalam hukum positif penergpaenhadap warga
negara yang melakukan kejahatan di luar wilayatotefluar negeri) dengan
kejahatan-kejahatan tertentu. Adapun teori Abu Yysenerapannya tidak
jauh berbeda dengan penerapan teori Abu Hanifajiahaaja jangkauannya
lebih luas, yaitu tidak terbatas pada mereka yaergetap didar as-salam.
Dengan ketentuan seperti ini, terhadap seorangimuysling bukan berasal
dari dar as-salamberdasarkan ke-Islamannya yang beradaadi as-salam
dapat dikenai ketentuan pidana Islam jika ia metakusuatu kejahatan.
Ketentuan ini berlaku juga bagi mereka para pemdatiidar as-salantanpa
terkecuali Adapun asas universal dalam penerapannya olehraneggara
mencakup seluruh kejahatan yang telah disepakatiabarkan konvensi
Internasional. Berdasarkan hal ini tiap negara ydnglalamnya terdapat
pelaku kejahatan yang menyangkut kepentingan Ilasgsnal dapat
memberlakukan hukum pidana nasionalnya terhadapkpetanpa melihat
aspek kewarganegaraan. Berdasarkan ketentuan ugyiakhukum pidana
Islam terhadap setigarimah yang dilakukan diar as-salam.

Titik temu antara asas-asas hukum pidana positijae teori para
Imam Madzhad mengenai ketentuan berlakunya hukutangi dilihat dari

segi tempat adalah pada aspek tempat dilakukanejghdtan. Berdasarkan
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hal ini setiap kejahatan (pelanggaran) yang tegadiilayahteritorial dar as-
salammaupun negara yang menerapkan hukum pidana posititik terhadap
hukum yang berlaku di negara tersebut. Adapun kgaveegaraan pelaku
dalam hal ini tidak dapat dipermasalahkan. Halb@ikaitan dengan sistem
hukum yang berbeda antara hukum pidana positifrd&kum pidana Islam.
Suatu perbuatan yang dianggap sebagai suatu kapjatialam hukum pidana
positif tidak selalu dianggap kejahatan dalam hukpiclana Islam. Oleh
karenanya penerapan hukum terhadap kejahatan yaligathan dua negara
dar as-salandan negara yang menerapkan hukum pidana posityiahdapat
dilihat dari satu sistem hukum pidana, yaitu hukuegara yang memandang
perbuatan tersebut sebagai kejahatan dan di manaugben tersebut
dilakukan oleh pelaku. Adapun kejahatan yang diakeh kedua sistem
hukum tersebut maka lembaga ekstradisi atau pemgerpelaku kejahatan
dapat ditempuh untuk menyerahkan pelaku kejahatpada negara yang
mempunyai wewenang terhadap pelaku. Dengan demikigkum yang
berlaku didar as-salamdan negara yang menerapkan hukum pidana positif
yang berbeda dalam sistem pemerintahan akan saseamerjalan dan pelaku

kejahatan tidak dapat menghindarkan diri dari pastan.



